BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: i43 /119 TARuUN 202

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 143/546 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING PELAKSANAAN
PEMANFAATAN TANAH BEKAS BONDO DESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dikarenakan terdapat perubahan anggota Tim, maka
Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 143/546
Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring
Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa perlu
diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan atas
Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 143/546 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Tim  Monitoring Pelaksanaan
Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan
Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corono Virus Disease
2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Idonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



Menetapkan
KESATU

10.

11.

12,

13,

14,

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
172);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
261);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

: Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor
143/546 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring
Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor 143/546 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Tim Monitoring Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2& FTebruan 202
UPATI SUKOHARJO,Q

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

4. Tim yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 143 /119 TAHuUN 2021|

Tanggal : 26 Februanri 202

TIM MONITORING PELAKSANAAN PEMANFATAAN TANAH
BEKAS BONDO DESA KABUPATEN SUKOHARJO

No. JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 2 3 4
1 | Bupati Sukoharjo Penasehat Memberikan bimbingan
dan nasehat
2. | Wakil Bupati Sukoharjo Penasehat Memberikan bimbingan
dan nasehat
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Pembina Memberikan pembinaan
Sukoharjo dan arahan
4. | Asisten  Administrasi Umum | Koordinator Mengkoordinir seluruh
Sekretaris Daerah Kabupaten pelaksanaan kegiatan
Sukoharjo
5. | Kepala Badan Keuangan Daerah | Ketua Bertanggungjawab
Kabupaten sukoharjo seluruh pelaksanaan
kegiatan
6. | Kepala Bidang Aset Daerah pada | Wakil Ketua Membantu tugas-tugas
Badan Keuangan Daerah Ketua
Kabupaten Sukoharjo
7. | Kepala Sub Bidang | Sekretaris Bertanggung jawab di
Pendayagunaan dan Pemanfaatan bidang kesekretariatan
Aset Daerah  pada  Badan
Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo
8. | Inspektur Kabupaten Sukoharjo | Anggota Bertanggungjawab
sesuail bidang tugasnya
9. | Kepala Seksi Pidana Khusus | Anggota Bertanggungjawab
Kejaksaan Negeri Sukoharjo sesual bidang tugasnya
10. | Kepala Bagian Pemerintahan | Anggota Bertanggungjawab
Sekretariat Daerah Kabupaten sesuai bidang tugasnya
Sukoharjo
11. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat | Anggota Bertanggungjawab
Daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang tugasnya
12. | Kepala Sub Bidang Perubahan | Anggota Bertanggungjawab

Status Hukum dan Pengamanan
Aset Daerah pada  Badan
Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo

sesuai bidang tugasnya




1 2 ] 4

13. | Kepala Sub Bidang | Anggota Bertanggungjawab
Penatausahaan Aset Daerah pada sesuai bidang tugasnya
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

14. | Endro Hadi Wiyono, S.Sos Anggota Bertanggungjawab
NIP. 19680317 199803 1 001 sesuai bidang tugasnya
Fungsional Umum pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo

15. | Sri Murniyati Anggota Bertanggungjawab
NIP. 197103022010012001 sesuail bidang tugasnya
Fungsional Umum pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo

16. | Eko Sulistyo, SE Anggota Bertanggungjawab
NIP. 19790529 200901 1 003 sesuai bidang tugasnya
Fungsional Umum pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo

17. | Untung Raharjo Anggota Bertanggungjawab
NIP. 19700617 200701 1 015 sesuai bidang tugasnya
Fungsional Umum pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo

18. | Muntari Anggota Bertanggungjawab

NIP.19680215 200801 1 011
Fungsional Umum pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo

sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, e

ETIK SURYANI
f



